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Kontrak Karya merupakan standard kontrak yang digunakan dalam usaha pertambangan umum. Kontrak
Karya adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum
Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian,
tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara. Dengan diberlakukan ya
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun tanpa disertai dengan
dilakukannya penyesuaian beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan terhadap
peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih
kewenangan antara Pemerintah Pusat akan Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya tambang di
masa Otonomi Daerah. Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan timbulnya kebingungan dalam hal
pengurusan penerbitan Kontrak Karya. Untuk itu penulis tertarik untuk membahas seluk beluk pembuatan
Kontrak Karya setelah berlakunya Otonomi Daerah, utamanya periha pengaturan para pihak dalam Kontrak
Karya. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode penelitian yuridis normati dan
dilengkapi dengan wawancara. Agar lebih mendalami pokok permasalahan yang sedang dibahas, penulis
jugaturut menyertakan Kontrak Karya PT. X dan Persetujuan Modifikasi Dan Perpanjangannya sebagai
suatu studi kasus. Setelah berlakunya Otonomi Daerah, Kontrak Karya dapat digjukan melalui Direktur
Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya. Para pihak dalam Kontrak Karya,
baik yang digjukan melalui Direktur Jenderal, Gubernur maupun Bupati/Walikota, adalah Pemerintah
Republik Indonesia dan pemohon Kontrak Karya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis,
adanya Otonomi Daerah tidak menyebabkan perubahan para pihak dalam Kontrak Karya. Selain itu,
berlakunya Otonomi Daerah juga tidak menyebabkan akibat hukum apapun terhadap Kontrak Karya PT. X.
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